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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap warna negara yang diangkat menjadi PNS, terlebih dahulu harus 

menjalani tahap yang krusial dalam pembentukan ASN yang berkualitas. Tahap 

yang dimaksud adalah tahap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) pasal 33 ayat (1), dimana setiap CPNS wajib menjalani masa 

percobaan selama satu tahun. Pada masa percobaan ini, dilaksanakan program 

pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi satu sama lain utntuk menunjang 

kebutuhan CPNS, yang dikenal dengan nama Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS. 

Program ini bertujuan untuk membentuk karakter dan profesionalisme ASN yang 

unggul, sesuai dengan amanat Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon 

Pegawai Negeri Sipil. 

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Tahun 

2023-2043, menunjukkan arah tujuan yang jelas mengenai pentingnya sektor 

industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM), sebagai salah satu pilar 

utama perekonomian lokal. Peraturan ini secara spesifik mengidentifikasi IKM 

sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan industri di Kabupaten 
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Tanah Datar, dengan tujuan meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan 

kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Pada saat sekarang ini, Kabupaten Tanah Datar mempunyai lebih dari 5900 

IKM yang terdata di tahun 2024. Selain itu Kabupaten Tanah Datar juga 

mempunyai Sentra Tenun yang merupakan pusat industri dan pelatihan tenun 

yang berlokasi di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo. Dan juga ada 

Sentra Hortikultura yang berfokus pada komoditas seperti tomat dan cabai, di 

mana hasil panen diolah menjadi produk bernilai tambah seperti saus sambal 

dan saus tomat. Terakhir, ada perusahaan industri Air Minum Dalam Kemasan 

yang bernama PT Amanah Insanillahia (AMIA) yang merupakan salah satu 

perusahaan swasta terkemuka di Tanah Datar.        

Sehingga untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan sektor-sektor ini 

terhadap peraturan yang berlaku, termasuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

potensial yang akan muncul di masa mendatang, maka diperlukan pengawasan 

industri yang efektif dan sistematis. Namun, di Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian Kabupaten Tanah Datar, proses pengawasan IKM seringkali 

menghadapi tantangan. Keterbatasan pada dokumen pengawasan yang 

seragam dapat menyebabkan tidak efisiennya dan berpotensi tidak sesuai dalam 

pelaksanaan tugas di lapangan. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas 

pengawasan dan berpotensi menimbulkan keraguan terkait tujuan pengawasan 

serta hasil pengawasan yang dilakukan. 

Dokumen standar pengawasan yang belum optimal menjadi isu utama yang 

perlu diselesaikan. Tanpa adanya standar dokumen pengawasan yang baku, 
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petugas pengawas mungkin memiliki pemahaman atau penjelasan yang berbeda 

saat menjalankan tugas. Hal ini dapat berujung pada pengawasan yang tidak 

konsisten, menyulitkan dalam hal dokumentasi kerja, dan membuat evaluasi 

kinerja pengawasan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi 

untuk meningkatkan kualitas dokumen pengawasan. 

Sebagai seorang CPNS dan sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar, 

penulis memiliki kewajiban untuk mengaktualisasikan dan mengimplementasikan 

nilai-nilai dasar ASN (BerAKHLAK) dan menerapkan kompetensi yang didapat 

selama Latsar dalam pelaksanaan tugas di unit kerja. Dengan berlandaskan hal 

tersebut, penulisan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dokumen pengawasan 

IKM di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah 

Datar. Dengan merancang dan mengimplementasikan dokumen pengawasan 

yang standar, diharapkan proses pengawasan menjadi lebih efisien, terstruktur, 

dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang 

profesional dan bertanggung jawab, dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

mutu pelayanan dan mendukung pertumbuhan IKM yang berkelanjutan untuk ke 

depannya. 

 

B. Tujuan 

Penulisan rancangan aktualisasi ini bertujuan untuk mengatasi 

permasalahan belum memadainya dokumen standar untuk pengawasan Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 

Tanah Datar. Keadaan ini menyebabkan proses pengawasan menjadi tidak 
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efektif dan tidak konsisten, yang pada akhirnya hal ini dapat berujung pada 

pengawasan yang tidak konsisten, menyulitkan dalam hal dokumentasi kerja, 

dan membuat evaluasi kinerja pengawasan menjadi tidak akurat.  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk: 

1. Mengidentifikasi dokumen standar yang dibutuhkan untuk pengawasan 

IKM. Hal ini dapat dilakukan dengan berpedoman terhadap peraturan-

peraturan yang menjadi landasan dalam melakukan kegiatan pengawasan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM), terutama di wilayah Kabupaten Tanah 

Datar.  

2. Menggambarkan dan merumuskan konsep dokumen standar pengawasan 

IKM dengan mempertimbangkan aspek-aspek penting secara menyeluruh, 

relevan, dan mudah diimplementasikan. Konsep ini akan mencakup aspek-

aspek penting seperti standar kualitas produk, proses produksi, kesehatan 

dan keselamatan kerja (K3), serta perlindungan lingkungan yang sesuai 

dengan karakteristik IKM. 

3. Merancang dan mengusulkan solusi berupa rancangan dokumen standar 

pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Dokumen ini diharapkan 

dapat menjadi pedoman yang jelas dan terukur bagi pihak pengawas, 

sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan 

berdampak positif bagi IKM. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terwujud suatu sistem pengawasan 

IKM yang lebih baik dan terstandarisasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

daya saing IKM, menjamin kualitas produk, serta melindungi konsumen. 
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C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek untuk memastikan fokus dan 

kedalaman analisis yang akan dilakukan pada rancangan aktualisasi. Aspek-

aspek tersebut terdiri dari lokasi dan subjek penelitian, materi dan variabel 

penelitian, serta metode dan analisis yang dilakukan. 

Berikut adalah rincian ruang lingkup penelitian: 

1. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian berfokus 

pada pengawasan di Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang beroperasi di 

wilayah tersebut. Subjek penelitian dilakukan pada 3 buah IKM yang berlokasi di 

Kabupaten Tanah Datar.   

2. Materi dan Variabel Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen standar 

pengawasan IKM, berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan checklist 

pengawasan. Variabel yang akan diteliti mencakup identifikasi tupoksi 

pengawasan, poin-poin atau aspek-aspek pengawasan serta keterkaitan dengan 

peraturan perundang-undangan tentang pengawasan. 

3. Metode dan Analisis 

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 

analisis penetapan core isu menggunakan tabel USG (Urgency, Seriousness, 

Growth) untuk memprioritaskan dan menetapkan core isu yang akan isu yang 

diangkat dalam rancangan aktualisasi selama masa habituasi. 
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BAB II 

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA 

 

A. Profil Instansi 

Berikut adalah profil instansi yang terdiri dari sejarah instansi, visi-misi 

instansi, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dan nilai-nilai 

organisasi instansi.  

 

1. Sejarah Instansi 

 
Gambar 2.1 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 

Tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah perangkat daerah 

yang baru dibentuk. Perbup ini disahkan dan mulai berlaku pada 15 Januari 2024. 

Perubahan nama dan struktur dinas ini merupakan penyesuaian dari 

peraturan sebelumnya. Artinya, peran dan fungsi di bidang tenaga kerja dan 
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perindustrian sudah ada sejak lama di Kabupaten Tanah Datar, namun dengan 

nama dan struktur organisasi yang berbeda. 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar, sebuah 

perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, memegang 

peranan kunci dalam pembangunan. Fokus utamanya adalah sektor 

ketenagakerjaan dan perindustrian. 

Dinas ini memiliki peran krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Melalui programnya, dinas ini berjuang untuk mengurangi 

pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan 

mengembangkan sektor industri kecil dan menengah (IKM) yang selama ini 

menjadi tulang punggung perekonomian daerah. 

 

2. Visi-Misi Instansi 

a. Visi  

Terwujudnya IKM yang mandiri dengan berbasis tenaga kerja yang handal. 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan 

berdaya saing berlandaskan keimanan. 

2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral 

yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional. 

3) Mendorong potensi nagari sebagai proses perkembangan daerah. 

4) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi 

seutuhnya. 
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5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan 

masyarakat yang lebih baik. 

   

3. Struktur Organisasi 

 
Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

 

4. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No. 1 Tahun 2024 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas 

Tenaga Kerja Dan Perindustrian, pasal 5 menjelaskan bahwa :   
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a. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang tenaga kerja dan perindustrian yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah.  

b. Dinas dalam melaksanakan tugas  dengan menyelenggarakan fungsi: 

1) Perumusan kebijakan dibidang tenaga kerja dan perindustrian; 

2) Pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan perindustrian; 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan 

perindustrian; 

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

5) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

5. Nilai – Nilai Organisasi Instansi 

Nilai-nilai organisasi instansi terdiri dari:  

a. Profesionalisme: Menjalankan tugas dengan kompeten, efektif, dan efisien, 

terutama dalam memberikan pelayanan publik terkait ketenagakerjaan dan 

perindustrian. 

b. Integritas: Bertindak jujur dan transparan dalam setiap proses, termasuk 

dalam pengelolaan data tenaga kerja dan industri. 

c. Kolaborasi: Bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri, 

serikat pekerja, dan lembaga pelatihan, untuk mencapai tujuan bersama. 
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d. Inovasi: Mencari cara-cara baru dan kreatif untuk mengatasi tantangan 

ketenagakerjaan dan mengembangkan industri lokal. 

e. Pelayanan Publik: Mengutamakan kepuasan masyarakat dengan 

memberikan layanan yang responsif dan mudah diakses. 

 

B. Profil Peserta 

 
Gambar 2.3 Foto Peserta 

 

Berikut profil peserta Pelatihan Dasar sekaligus penulis rancangan 

aktualisasi : 

Nama     : Fadhlurrahman, S.T. 

NIP     : 199505252025061001 

Tempat, Tanggal Lahir  : Agam, 25 Mei 1995 

Pendidikan    : S-1 Teknik Industri 

Pangkat/Golongan  : III/A 

Jabatan    : Pengawas Industri 

Unit Kerja   : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Instansi    : Pemerintah Kabupaten Tanah Datar 



11 
 

 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi jabatan Pengawas Industri adalah 

sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok 

 Menyusun rencana kerja: Merancang program dan kegiatan yang 

berhubungan dengan pengawasan industri, termasuk target dan 

anggaran. 

 Melaksanakan pengawasan: Melakukan inspeksi dan monitoring secara 

berkala terhadap industri di wilayahnya. Hal ini meliputi pengawasan 

terhadap perizinan, kepatuhan terhadap standar produksi, dan dampak 

lingkungan. 

 Memproses perizinan: Mengkaji dan memproses perizinan di bidang 

perindustrian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Melakukan pembinaan: Memberikan bimbingan, pendampingan, dan 

penyuluhan kepada pelaku industri, terutama industri kecil dan 

menengah (IKM), agar dapat memenuhi standar mutu dan meningkatkan 

daya saing. 

 Menyusun laporan: Melakukan pencatatan, pengolahan data, dan 

pelaporan hasil pengawasan kepada pimpinan atau instansi terkait. 

2. Fungsi 

 Perumusan kebijakan: Menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan 

teknis di bidang pengawasan, sertifikasi, dan standardisasi industri. 
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 Evaluasi dan pelaporan: Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang perindustrian serta membuat laporan secara 

berkala. 

 Fasilitasi: Memberikan fasilitasi dan pelayanan teknis terkait kepatuhan 

usaha, perizinan, dan standar mutu produk industri. 

 Pencegahan dan penindakan: Melakukan pemantauan untuk 

memberikan peringatan dini dan mengambil tindakan administratif jika 

ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. 

 Kerja sama: Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain, 

baik pemerintah maupun swasta, untuk memastikan pengawasan 

berjalan efektif. 
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BAB III 

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Deskripsi Core Isu  

Core isu pada laporan aktualisasi ini adalah belum optimalnya kegiatan 

pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM). 

a) Kondisi Masalah 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemantauan 

terhadap pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), masih terdapat sejumlah 

tantangan mendasar yang perlu segera diatasi. Salah satu persoalan utama yang 

dihadapi saat ini adalah belum optimalnya kegiatan dalam melakukan 

pengawasan dan pemantauan IKM yang ada. Dimana pada kegiatan 

pengawasan ini belum digunakan suatu alat pedoman yang dijadikan sebagai 

rujukan resmi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan IKM di 

berbagai sektor Industri Kecil dan Menengah. 

Tidak adanya alat pedoman pengawasan ini mengakibatkan proses 

pengawasan berjalan tanpa acuan yang seragam, baik dari segi metodologi, 

evaluasi kinerja, maupun prosedur pelaporan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan 

pengawasan menjadi kurang sistematis, tidak konsisten, serta rentan bersifat 

subjektif dalam proses penilaian. Padahal, keberadaan alat pedoman 

pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan 

pengawasan dan pemantauan dapat dilaksanakan dengan transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisien. 
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Saat ini, pengawasan terhadap IKM saat ini berfokus pada sistem 

pelaporan insidentil, di mana temuan baru di lapangan menjadi dasar tindak 

lanjut yang harus dilakukan terhadap permasalahan atau temuan yang sudah 

terjadi di lapangan. Cara pengawasan yang digunakan saat ini membuat 

pengawas menjadi kurang aktif dalam mencegah masalah sejak awal. Tindakan 

baru diambil setelah masalah terjadi, bukan berdasarkan pemantauan rutin yang 

dilakukan secara berkala dan berdasarkan tingkat risiko. Akibatnya, pengawasan 

menjadi tidak teratur dan tidak konsisten, karena tidak didukung oleh data yang 

jelas atau ukuran kinerja yang bisa dijadikan dasar dalam mengambil keputusan 

atau menetapkan kebijakan. 

Jika penggunaan alat pedoman pengawasan ini tidak diterapkan secara 

konsisten, maka akan mengakibatkan kesulitan dalam melakukan pengawasan 

dan penilaian, serta kurangnya bukti akuntabilitas. Misalnya, akan sulit untuk 

menilai kinerja dan kepatuhan pelaku IKM secara adil. Selain itu, laporan hasil 

pengawasan pun akan sulit dipertanggungjawabkan karena tidak ada pedoman 

yang jelas. Untuk saat ini dokumen yang digunakan hanya berupa data profil IKM: 

 
Gambar 3.1 Lembar Profil IKM 
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b) Dampak : 

Belum optimalnya kegiatan pengawasan Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) dapat menimbulkan berbagai masalah. Beberapa dampak yang akan 

timbul adalah:  

 Jika tanpa pedoman atau panduan yang jelas, petugas pengawas sering 

kali tidak memiliki acuan dalam menentukan poin-poin apa yang harus 

diawasi, bagaimana cara melakukannya, dan kriteria apa yang digunakan 

untuk menilai. Akibatnya, proses pengawasan bisa berjalan tidak terarah 

dan berbeda-beda antar petugas serta bisa menimbulkan ketidakadilan 

bagi pelaku IKM.  

 Jika tanpa pedoman atau catatan yang tertata, sulit untuk memastikan 

bahwa pengawasan benar-benar sudah dilakukan secara transparan dan 

bertanggung jawab. Hal ini juga menyebabkan tindak lanjut terhadap hasil 

pengawasan menjadi tidak konsisten, karena tidak ada pedoman yang 

mengatur langkah-langkah yang harus diambil.  

 Dalam jangka panjang, kondisi ini menyulitkan evaluasi terhadap efektivitas 

pengawasan, karena data dan informasi yang dibutuhkan tidak tersedia 

secara lengkap. Akhirnya, hal ini bisa mengurangi kepercayaan pelaku IKM 

terhadap pemerintah atau lembaga pengawas, serta menghambat upaya 

perbaikan dan pembinaan yang seharusnya dilakukan secara 

berkelanjutan. 
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Pihak yang terkena dampak jika isu tidak diselesaikan: 

 Pelaku IKM (Industri Kecil dan Menengah), berupa tidak mendapatkannya 

perlakuan yang adil karena standar pengawasan yang belum konsisten, 

dan tidak ada pedoman yang jelas bagi IKM dalam pemenuhan standar 

yang perlu dilakukan. 

 Petugas atau Tim Pengawas IKM, berupa tidak memiliki acuan yang 

seragam dalam menjalankan tugas, dan rentan membuat penilaian yang 

subjektif atau tidak akurat. 

 Dinas atau Instansi, berupa kesulitan menyusun laporan yang valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan; serta tindak lanjut hasil pengawasan jadi 

tidak konsisten antar wilayah. 

 

c) Keterkaitan isu dengan substansi mata pelatihan pada Agenda III 

(Manajemen ASN dan/atau Smart ASN)   

Masalah belum optimalnya kegiatan pengawasan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM) sangat berkaitan dengan bagaimana ASN bekerja, terutama 

dalam konteks manajemen ASN dan pembentukan Smart ASN. 

Pertama, dengan adanya alat pedoman dalam kegiatan pengawasan, 

seorang ASN akan punya pedoman kerja yang jelas. Tanpa dokumen tersebut, 

ASN yang bertugas mengawasi IKM bisa saja belum mengetahui bagaimana 

cara menilai IKM. Hal ini dapat membuat kinerja ASN menjadi tidak maksimal. 

Kedua, di dalam Agenda III, ASN didorong untuk bekerja berbasis sistem, 

kinerja, dan data. Tapi kalau tidak ada standar yang bisa dijadikan acuan, maka 
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ASN akan sulit menilai kinerja IKM dan tidak bisa mengumpulkan data dengan 

baik. Hal ini akan menghambat pengambilan keputusan yang tepat. 

Ketiga, Smart ASN dituntut untuk bekerja secara transparan, adil, dan 

profesional. Namun tanpa alat pedoman berupa dokumen standar, proses 

pengawasan bisa berbeda-beda antar wilayah atau antar petugas. Hal ini dapat 

menimbulkan ketidakadilan dalam pengawasan. 

 

B. Analisis Core Isu 

Analisis core isu untuk mencari faktor penyebab dari isu "Belum optimalnya 

kegiatan pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM)" dapat dijelaskan 

secara efektif menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth). 

Analisis USG dapat membantu menentukan prioritas dan tingkat urgensi dari 

setiap faktor penyebab yang teridentifikasi, sehingga dapat fokus pada perbaikan 

yang paling kritis.  

Analisis USG mencakup tiga poin penting, yaitu : 

1) Urgency (Urgensi)  

Urgency mengukur seberapa mendesak suatu masalah harus diselesaikan. 

Kriteria ini berfokus pada waktu dan tenggat waktu. Masalah dengan urgensi 

tinggi adalah masalah yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan 

konsekuensi negatif dalam waktu singkat. 

2) Seriousness (Keseriusan) 

Seriousness mengukur seberapa besar dampak atau konsekuensi yang 

akan terjadi jika masalah tidak diselesaikan. Kriteria ini berfokus pada kualitas, 
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reputasi, keuangan, dan dampak operasional. Masalah dengan keseriusan tinggi 

memiliki potensi kerugian besar bagi organisasi. 

3) Growth (Pertumbuhan)  

Growth mengukur seberapa cepat masalah akan memburuk atau 

berkembang jika dibiarkan. Kriteria ini berfokus pada potensi masalah tersebut 

semakin besar seiring waktu. Masalah dengan tingkat pertumbuhan tinggi akan 

semakin sulit, mahal, atau kompleks untuk diselesaikan jika ditunda. 

Skala penilaian untuk tiga indikator USG menggunakan skala nomor dari 1 

sampai 5 untuk memberikan bobot. Dengan keterangan masing-masing nomor 

adalah 1 : Sangat kecil, 2 : Kecil, 3 : Sedang, 4 : Besar, 5 : Sangat Besar. 

Setelah menentukan bobot nilai pada masing-masing isu untuk kategori 

Urgency, Seriousness, dan Growth, maka urutkan faktor penyebab dari skor 

tertinggi hingga terendah. Faktor penyebab dengan total skor tertinggi adalah 

faktor yang paling penting untuk dilakukan perbaikan.  

Berikut adalah analisis USG terhadap faktor penyebab dari terjadinya core 

isu: 

Faktor Penyebab 

Isu 

Urgency 

(U) 

Seriousness 

(S) 

Growth 

(G) 
Total Prioritas 

Belum adanya 

dokumen standar 

dalam pengawasan 

IKM 

5 5 4 14 I 

Proses pengawasan 

IKM bersifat insidentil 

/ berdasarkan 

laporan  

4 4 3 11 II 
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Tabel 3.1 Penetapan Faktor Penyebab dengan Analisis USG 

 

Berdasarkan Analisis USG di atas, diambil kesimpulan bahwa akar 

penyebab dari isu “Belum optimalnya kegiatan pengawasan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM)” tersebut adalah belum adanya dokumen standar dalam 

pengawasan IKM. 

   

C. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu  

Dengan merujuk pada faktor penyebabnya, maka gagasan kreatif yang 

akan dilakukan untuk menyelesaikan Core Isu di atas adalah membuat dokumen 

standar pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) berupa Standard 

Operating Procedure (SOP) dan checklist pengawasan di lingkungan Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar.  

Gagasan tersebut terkait dengan Manajemen ASN, karena dengan adanya 

dokumen standar, kinerja pengawas menjadi lebih terukur dan objektif, sesuai 

dengan prinsip sistem merit. Dokumen ini juga membantu meningkatkan 

kompetensi pegawai dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tugas, sehingga 

mewujudkan ASN yang lebih profesional dan efektif.  

Hal ini juga berkaitan dengan Smart ASN karena dengan adanya dokumen 

standar yang jelas, setiap poin pengawasan menjadi terukur dan transparan. Ini 

Keterbatasan alokasi 

anggaran 

operasional 

pengawasan IKM 

3 3 4 10 III 
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memastikan ASN melaksanakan tugasnya secara akuntabel. ASN tidak bisa lagi 

bekerja sembarangan, karena ada standar yang menjadi acuan, yang secara 

langsung meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap kinerja 

mereka. 

Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan selama masa habituasi adalah sebagai berikut:  

 Melakukan konsultasi dan bimbingan dengan mentor terkait rancangan 

aktualisasi. 

 Mempersiapkan panduan pembuatan SOP dan checklist pengawasan.   

 Membuat Standard Operating Procedure (SOP) pengawasan IKM. 

 Membuat checklist pengawasan IKM.  

 Melakukan sosialisasi SOP dan checklist pengawasan. 

 Melakukan kegiatan pengawasan terhadap IKM.  

 Melakukan evaluasi kegiatan habituasi dan membuat laporan aktualisasi. 
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BAB IV 

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

 

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Berikut adalah jadwal kegiatan aktualisasi yang dilaksakan selama masa 

habituasi untuk menyelesaikan semua tahapan kegiatan yang ada : 

 

No Kegiatan 
September Oktober 

I II III IV I 

1 Melakukan konsultasi dan 

bimbingan dengan mentor 
terkait rancangan aktualisasi 
(1 s/d 3 September 2025) 

     

2 Mempersiapkan panduan 

pembuatan SOP dan 
checklist pengawasan 
(3 s/d 5 September 2025) 

     

3 Membuat Standard Operating 

Procedure (SOP) 
pengawasan IKM 
(8 s/d 12 September 2025) 

     

4 Membuat checklist 
pengawasan IKM 

(15 s/d 19 September 2025) 

     

5 Melakukan sosialisasi SOP 
dan checklist pengawasan 

(22  s/d 23 September 2025) 

     

6 Melakukan kegiatan 

pengawasan terhadap IKM 

(24  s/d 26 September 2025) 

     

7 Melakukan evaluasi kegiatan 

habituasi dan membuat 
laporan aktualisasi 
(29 September s/d 3 

Oktober 2025) 

     

Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Aktualisasi 
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B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 

 

Unit Kerja : Pengawas Industri, Bidang Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kabupaten Tanah Datar 

Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya kegiatan pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

2. Belum optimalnya akurasi database IKM yang tersedia 

3. Belum optimalnya standarisasi produk pada beberapa IKM 

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya kegiatan pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di lingkungan Dinas Tenaga 

Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar. 

Gagasan Pemecahahan Isu : Optimalisasi Kegiatan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Melalui Penggunaan Dokumen 

Standar di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Datar. 

   

No. Kegiatan 
Tahapan 
Kegiatan 

Output / 
Hasil 

Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan (Ber-

AKHLAK) 

Pihak Pihak 
yang Terkait 

Potensi 
Konflik 

Ya/Tidak 

Solusi 
Jika Ada 
Konflik 

Keteran
gan 

1 2 3 4 5     

1. Melakukan 
konsultasi dan 
bimbingan 
dengan mentor 
terkait 
rancangan 
aktualisasi 

1.1 Mengatur 
jadwal 
pertemuan 
dengan mentor 

Screenshoot 
Whatsapp 

 Penulis menghubungi 
mentor melalui 
whatsapp 
menggunakan Bahasa 
Indonesia yang baik 
(Harmonis) 

 Penulis menyesuaikan 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

Tidak    
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jadwal konsultasi 
dengan jadwal mentor 
(Adaptif)  

  1.2 Menemui 
mentor sesuai 
dengan jadwal 
yang telah 
ditentukan. 

Dokumentasi  Penulis menemui 
mentor dengan tepat 
waktu sesuai dengan 
jadwal yang telah 
ditentukan (Akuntabel)  

 Penulis menyimpan 
segala sesuatu yang 
tidak berhubungan 
dengan konsultasi 
seperti handphone agar 
konsultasi berjalan baik 
(Harmonis) 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

Tidak    

  1.3 Melakukan 
konsultasi dan 
meminta 
masukan dari 
mentor 

Dokumentasi, 
catatan 
konsultasi    

 Penulis bertindak aktif 
dan bertanya ketika 
konsultasi jika masih 
ada keraguan terkait 
pelaksanaan kegiatan 
(Adaptif) 

 Penulis menerima 
saran dan masukan dari 
mentor terkait kegiatan 
yang akan dilaksanakan 
(Kolaboratif) 

 Penulis menggunakan 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

Tidak    
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bahasa yang sopan 
selama konsultasi 
berlangsung 
(Harmonis)  

2. Mempersiapkan 
panduan 
pembuatan SOP 
dan checklist 
pengawasan. 

2.1 Mengumpulkan 
referensi dan 
data terkait 

Dokumen 
referensi 
(peraturan 
UU) 

 Penulis berusaha 
mencari dan 
mengumpulkan 
referensi yang baik dan 
dapat 
diimplementasikan 
(Kompeten)   

 Penulis mencari 
referensi dengan 
memanfaatkan 
berbagai sumber 
lainnya seperti rekan 
kerja (Kolaboratif) 

 Penulis mengumpulkan 
informasi yang valid 
dan dapat 
dipertanggung- 
jawabkan (Akuntabel) 

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, hanya 
penulis 

Tidak   

  2.2 Menyusun 
kerangka 
rancangan 

Draft 
Rancangan  

 Penulis membuat 
kerangka rancangan 
berdasarkan referensi 
yang didapatkan dan 
mengerjakannya sendiri 
(Akuntabel) 

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, hanya 
penulis 

Tidak   
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 Penulis mempelajari 
pembuatan kerangka 
rancangan yang akan 
direalisasikan nantinya 
(Kompeten) 

 Penulis membuat 
kerangka rancangan 
berdasarkan sektor-
sektor IKM yang 
sedang beroperasi 
(Adaptif)   

  2.3 Mengidentifika
si elemen-
elemen 
penting 

Data jabaran 
elemen-
elemen 
penting 
dalam SOP 
dan checklist  

 Penulis memastikan 
bahwa elemen-elemen 
yang digunakan sesuai 
dengan standar yang 
ditetapkan (Akuntabel) 

 Penulis memastikan 
untuk memahami 
elemen-elemen penting 
dalam SOP dan 
checklist (Kompeten)   

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   
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3. Membuat 
Standard 
Operating 
Procedure 
(SOP) 
pengawasan 
IKM. 

3.1 Mengidentifika
si tahapan 
proses 
pengawasan 

Dokumen 
berupa 
tahapan 
proses 
pengawasan  

 Penulis berusaha 
memahami secara 
mendalam tahapan 
dalam proses 
pengawasan 
(Kompeten) 

 Penulis memastikan 
bahwa SOP memiliki 
mekanisme kontrol 
yang jelas  (Akuntabel)  

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   

  3.2 Menyusun 
narasi 
Standard 
Operating 
Procedure 
(SOP) 

Dokumen 
berupa narasi 
SOP 

 Penulis melakukan 
penyusunan narasi 
SOP sesuai dengan 
keadaan IKM sekarang 
(Adaptif) 

 Penulis berusaha 
menyusun narasi yang 
jelas dan mudah 
dipahami (Kompeten) 

 Penulis tidak 
menyalahgunakan 
wewenang dengan 
membuat prosedur 
yang tidak jelas atau 
berpotensi merugikan 
(Akuntabel)    

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, hanya 
penulis 

Tidak   
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  3.3 Membuat 
bagan 
Standard 
Operating 
Procedure 
(SOP) 

Dokumen 
berupa 
flowchart 
SOP 

 Penulis melakukan 
visualisasi narasi ke 
dalam bentuk bagan 
yang mudah dipahami 
(Kompeten) 

 Penulis menunjukkan 
komitmen terhadap 
transparansi dan 
akurasi dalam 
pembuatan SOP  
(Akuntabel)   

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   

  3.4 Kosultasi 
dengan mentor 
terkait SOP 
yang dibuat  

Dokumentasi, 
catatan 
konsultasi 

 Penulis melakukan 
konsultasi dengan 
mentor terkait SOP 
pengawasan yang 
dibuat (Kolaboratif) 

 Penulis menerima 
masukan dari mentor 
jika terdapat perbaikan 
sebelum dilakukan 
pengesahan 
(Harmonis) 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung 
dari penulis 

Tidak   

  3.5 Melakukan 
pengesahan 
SOP kepada 
Kepala Dinas 

Lembar 
pengesahan 
SOP 

 Penulis memastikan 
bahwa checklist yang 
diserahkan lengkap, 
akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
(Akuntabel) 

 Kepala 
Dinas selaku 
pimpinan 
OPD 

Tidak   
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 Penulis menghormati 
wewenang dan 
keputusan pimpinan 
selaku Kepala Dinas 
(Loyal) 

4. Membuat 
checklist 
pengawasan 
IKM. 

4.1 Merumuskan 
indikator 
penilaian 

Dokumen 
berupa list 
indikator 
penilaian  

 Penulis membuat 
indikator pada checklist 
pengawasan yang jelas 
dan terukur 
(Akuntabel)  

 Penulis melakukan 
pemahaman terhadap 
indikator yang 
digunakan dalam 
checklist pengawasan 
(Kompeten)   

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   

  4.2 Mendesain 
format 
checklist 

Desain 
format 
checklist  

 Penulis melakukan 
penyusunan format 
checklist sesuai dengan 
keadaan IKM sekarang 
(Adaptif) 

 Penulis berusaha 
menyusun format 
checklist pengawasan 
yang jelas dan mudah 
dipahami (Kompeten) 

 Penulis tidak 
menyalahgunakan 

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, hanya 
penulis 

Tidak   
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wewenang dengan 
membuat checklist 
pengawasan yang tidak 
jelas atau berpotensi 
merugikan (Akuntabel)    

  4.3 Mengintegrasik
an checklist 
dengan SOP 

Dokumen 
checklist dan 
SOP   

 Penulis melakukan 
integrasi checklist 
pengawasan dengan 
SOP  (Akuntabel)  

 Penulis melakukan 
pemahaman yang 
mendalam ketika 
mengintegrasikan 
checklist pengawasan 
dengan SOP  
(Kompeten) 

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   

  4.4 Kosultasi 
dengan mentor 
terkait checklist 
pengawasan  

Dokumentasi, 
catatan 
konsultasi 

 Penulis melakukan 
konsultasi dengan 
mentor terkait dokumen 
checklist pengawasan 
yang dibuat 
(Kolaboratif) 

 Penulis menerima 
masukan dari mentor 
jika terdapat perbaikan 
sebelum dilakukan 
pengesahan 
(Harmonis) 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung 
dari penulis 

Tidak   
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  4.5 Melakukan 
pengesahan 
checklist 
pengawasan 
kepada Kepala 
Dinas  

Lembar 
pengesahan 
checklist 

 Penulis memastikan 
bahwa checklist yang 
diserahkan lengkap, 
akurat, dan dapat 
dipertanggungjawabkan 
(Akuntabel) 

 Penulis menghormati 
wewenang dan 
keputusan pimpinan 
selaku Kepala Dinas 
(Loyal)  

 Kepala 
Dinas selaku 
pimpinan 
OPD 

Tidak   

5. Melakukan 
sosialisasi SOP 
dan checklist 
pengawasan. 

5.1 Mempersiapka
n bahan 
sosialisasi  

Bahan 
sosialisasi 

 Penulis menggunakan 
bahan sosialisasi 
sesuai keperluan 
(Akuntabel) 

 Penulis memahami 
secara mendalam 
terkait bahan yang akan 
disosialisasikan kepada 
rekan kerja 
(Kompeten)  

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, hanya 
penulis 

Tidak   

  5.2 Melaksanakan 
diskusi 
kelompok 
dengan rekan 
kerja 

Dokumentasi  Penulis menyesuaikan 
diri dalam melakukan 
diskusi kelompok 
(Adaptif) 

 Penulis menerima 
masukan dari rekan 
kerja dalam 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

 Rekan kerja 
dari penulis 

Tidak   
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pelaksanaan 
pengawasan 
menggunakan dokumen 
standar (Kolaboratif) 

 Penulis melakukan 
diskusi dengan tenang 
dan tidak mengganggu 
rekan kerja lain 
(Harmonis) 

  5.3 Melakukan 
simulasi 
penggunaan 
SOP dan 
checklist 
pengawasan 

Dokumentasi, 
Daftar Hadir 
Simulasi  

 Penulis melakukan 
simulasi dengan 
dengan baik terhadap 
rekan kerja (Harmonis) 

 Penulis melakukan 
simulasi bersama rekan 
kerja (Kolaboratif) 

 Penulis memahami dan 
mendalami penggunaan 
SOP dan checklist 
pengawasan 
(Kompeten) 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

 Rekan kerja 
dari penulis 

Tidak   

6. Melakukan 
kegiatan 
pengawasan 
terhadap IKM 

6.1 Melakukan 
persiapan 
sebelum 
kegiatan 
pengawasan 
IKM 

List IKM   Penulis melakukan 
penetapan IKM mana 
yang akan diawasi 
(Kompeten) 

 Penulis menanyakan 
kepada rekan kerja 
terkait IKM yang akan 

 Rekan kerja 
dari penulis 

Tidak   
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diawasi (Kolaboratif)  

  6.2 Mengujungi 
IKM untuk 
melakukan 
pengawasan 

Dokumentasi  Penulis melaksanakan 
pengawasan dengan 
didisiplin dan integritas 
(Akuntabel)  

 Penulis membangun 
suasana yang kondusif 
selama kunjungan 
(Harmonis) 

 Penulis mengunjungi 
tempat IKM walaupun 
berada sedikit jauh dari 
kantor (Adaptif)     

 Pemilik IKM 
tempat 
dilakukan 
pengawasan 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

 Rekan kerja 
dari penulis  

Tidak   

  6.3 Melakukan 
pengawasan 
terhadap IKM  

Dokumentasi, 
Hasil 
checklist 

 Penulis melakukan 
pengawasan ke IKM 
dengan 
mengedepankan 
pelayanan yang baik 
(Berorientasi 
Pelayanan) 

 Penulis melakukan 
pengawasan ke IKM 
bersama rekan kerja 
(Kolaboratif) 

 Penulis menggunakan 
bahasa yang sopan 

 Pemilik IKM 
tempat 
dilakukan 
pengawasan 

 Mentor 
selaku 
atasan 
langsung dari 
penulis 

 Rekan kerja 
dari penulis 

Ya, 
Ada 
kemungki
nan IKM 
tidak 
mengeta
hui 
regulasi 
yang 
harus 
dipenuhi 

Melakukan 
sosialisasi 
dan 
pelatihan 
kepada 
IKM 
tentang 
regulasi 
yang 
berlaku 

  
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selama melakukan 
pengawasan di IKM 
(Harmonis) 

7. Melakukan 
evaluasi 
kegiatan 
habituasi dan 
membuat 
laporan 
aktualisasi. 

7.1 Mengumpulkan 
data terkait 
penggunaan 
SOP dan 
checklist 

Dokumen 
berupa SOP 
dan checklist 

 Penulis memastikan 
bahwa data valid dan 
dapat digunakan untuk 
evaluasi lebih lanjut 
(Akuntabel)  

 Penulis melakukan 
pengumpulan data agar 
dapat dievaluasi dan 
mengetahui 
efektivitasnya 
(Kompeten)     

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   

  7.2 Menganalisis 
efektivitas SOP 
dan checklist 

Laporan hasil 
analisis 

 Penulis membuat 
analisis berdasarkan 
data yang ada, bukan 
berdasarkan 
kesimpulan pribadi 
(Akuntabel) 

 Penulis melakukan 
analisis efektivitas SOP 
dan checklist sesuai 
fakta di lapangan 
(Loyal) 

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, 
hanya 
penulis 

Tidak   

  7.3 Melakukan 
konsultasi 
dengan mentor 

Dokumentasi, 
catatan 
konsultasi 

 Penulis bersikap ramah 
dan sopan selama 
masa konsultasi 

 Mentor 
selaku 
atasan 

Tidak   



34 
 

terkait 
efektivitas SOP 
dan checklist 

dengan mentor 
(Harmonis) 

 Penulis tidak bisa 
bekerja sendiri dan 
butuh konsultasi 
dengan mentor 
(Kolaboratif) 

 Penulis menyesuaikan 
waktu konsultasi agar 
dilakukan saat mentor 
tidak sedang sibuk 
(Adaptif) 

langsung dari 
penulis 
 

  7.4 Membuat 
laporan 
aktualisasi 

Laporan 
aktualisasi 

 Penulis berharap 
laporan aktualisasi 
bermanfaat bagi orang 
lain (Kompeten) 

 Penulis menjelaskan 
dengan baik jika ada 
pertanyaan terkait 
laporan aktualisasi 
(Harmonis) 

 Penulis mencari tahu 
data-data yang 
diperlukan untuk 
pembuatan laporan 
aktualisasi (Adaptif) 

 Tidak ada 
pihak yang 
terkait, hanya 
penulis 

Tidak   

 Tabel 4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi 



35 
 

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (Ber-AKHLAK) 

Berikut adalah matrik rekapitulasi realisasi habituasi NND PNS (Ber-Akhlak) berdasarkan matrik pelaksanaan aktualisasi. 

No 
Mata 

Pelatihan 

Kegiatan Jumlah 
Aktualisasi 

per MP Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 Ke-5 Ke-6 Ke-7 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

Ren
cana 

Real
isasi 

1 
Berorientasi 
Pelayanan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

2 
Akuntabel 

1 1 2 3 4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 15 16 

3 
Kompeten 

0 0 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 2 13 14 

4 
Harmonis 

2 3 0 0 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 9 11 

5 
Loyal 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 

6 
Adaptif 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 7 9 

7 
Kolaboratif 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 9 9 

Jumlah MP yang 
Diaktualisasikan 
per Kegiatan 

6 7 7 8 10 11 10 11 7 8 6 8 9 10 55 63 

Tabel 4.3 Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS 
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D. Capaian Penyelesaian Core Isu   

Capain penyelesaian core isu berisikan tentang perbandingan kondisi core 

isu sebelum dan sesudah dilakukan aktualisasi.  

Kondisi Core Isu 

Sebelum Aktualisasi Sesudah Aktualisasi 

Sebelum dilaksanakan aktualisasi 

terdapat tantangan besar terkait 

belum optimalnya kegiatan 

pengawasan Industri Kecil dan 

Menengah (IKM). Salah satu masalah 

utama adalah ketidakadaan dokumen 

standar untuk pengawasan agar 

adanya kejelasan dan keseragaman, 

yang seharusnya menjadi pedoman 

baku dalam pelaksanaan pengawasan 

IKM di berbagai sektor. Tanpa 

pedoman tersebut, pengawasan 

cenderung kurang sistematis, tidak 

konsisten, dan rentan subjektivitas. 

Selain itu, pengawasan saat ini lebih 

berfokus pada pelaporan insidentil 

dan tindak lanjut setelah masalah 

terjadi, daripada pencegahan melalui 

pemantauan rutin berdasarkan risiko. 

Hal ini menyebabkan pengawasan 

menjadi tidak teratur dan kurang 

akuntabel, serta menyulitkan dalam 

penilaian kinerja dan kepatuhan 

pelaku IKM. Keberadaan dokumen 

standar pengawasan yang konsisten 

seperti Standard Operating Procedure 

(SOP) dan checklist pengawasan 

sangat dibutuhkan untuk memastikan 

transparansi, akuntabilitas, dan 

efektivitas dalam pengawasan. 

Setelah dilaksanakan aktualisasi 

dengan penerapan Standard 

Operating Procedure (SOP) dan 

checklist pengawasan, masalah 

pengawasan terhadap Industri Kecil 

dan Menengah (IKM) berhasil 

diselesaikan secara signifikan. 

Penggunaan SOP dan checklist 

memberikan pedoman yang jelas 

dan seragam dalam pelaksanaan 

pengawasan, sehingga 

meningkatkan sistematika dan 

konsistensi proses pengawasan. 

Dengan adanya dokumen standar 

tersebut, pengawasan menjadi lebih 

objektif, terstruktur, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain itu, 

SOP dan checklist mendukung 

pengawasan yang tidak hanya 

bersifat insidentil, tetapi juga 

preventif, dengan memungkinkan 

pemantauan rutin berdasarkan risiko 

yang dapat diidentifikasi sejak awal. 

Hal ini meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, serta efektivitas 

pengawasan, sehingga penilaian 

kinerja dan kepatuhan pelaku IKM 

dapat dilakukan secara adil dan 

terukur. 

Tabel 4.4 Kondisi Core Isu Sebelum dan Sesudah Aktualisasi 
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E. Manfaat Terselesaikannya Isu 

Manfaat dari terselesaikannya isu dari belum optimalnya kegiatan Industri 

Kecil dan Menengah (IKM) dengan diterapkannya penggunaan dokumen standar 

berupa Standar Operating Procedure (SOP) dan checklist pengawasan adalah 

sebagai berikut : 

1) Individu Peserta 

Bagi peserta, pelaksanaan aktualisasi ini meningkatkan kompetensi 

profesional, khususnya dalam kemampuan menyusun dokumen 

pengawasan yang sistematis dan terstandar. Peserta menjadi lebih terampil 

dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara objektif serta 

memperoleh pengalaman langsung dalam menyelesaikan permasalahan 

nyata di lingkungan kerja, yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kinerja 

pribadi. 

2) Instansi 

Bagi instansi, keberadaan penggunaan dokumen standar berupa Standard 

Operating Procedure (SOP) dan checklist pengawasan menciptakan sistem 

pengawasan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Instansi memiliki 

acuan kerja yang seragam, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan 

secara konsisten di seluruh sektor IKM. Hal ini mempermudah proses 

pengambilan keputusan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta 

memperkuat tata kelola organisasi secara keseluruhan dalam mendukung 

pengembangan sektor industri. 
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3) Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

Bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), manfaatnya terasa dalam bentuk 

pengawasan yang lebih adil, transparan, dan terukur. Dengan adanya SOP 

dan checklist, pelaku IKM mendapatkan kejelasan dalam standar yang 

harus dipenuhi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan, kualitas 

produksi, dan daya saing usaha. Pengawasan yang bersifat preventif juga 

membantu IKM dalam menghindari kesalahan sejak dini, yang pada 

akhirnya mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. 

 

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan peserta setelah mengikuti Latsar 

CPNS di tempat kerja untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi dicantumkan pada 

tabel berikut : 

No Kegiatan Output 
Durasi dan 

Waktu 

Para Pihak 

yang Terlibat 

Sumber 

Biaya 
Keterangan 

1 Implementasi 

rutin dokumen 

standar dalam 

kegiatan 

pengawasan 

Pengawasan 

berjalan 

sesuai 

standar dan 

menghasilkan 

laporan yang 

terstruktur 

Setelah 

Latsar CPNS 

dan berlanjut 

seterusnya 

Petugas 

pengawas, 

kepala bidang 

perindustrian, 

pelaku IKM 

Anggaran 

kegiatan 

instansi 

Diperlukan 

monitoring 

berkala 

terhadap 

konsistensi 

implementasi 

2 Evaluasi dan 

penyempurnaan 

dokumen 

standar 

berdasarkan 

hasil 

pelaksanaan 

Dokumen 

standar yang 

lebih relevan, 

dapat 

diadaptasi 

untuk 

berbagai 

kondisi IKM 

Setelah 

dilakukan 

pengawasan 

IKM   

Peserta 

aktualisasi, 

petugas 

pengawas, 

kepala bidang 

perindustrian 

Tidak 

memerlukan 

biaya 

tambahan 

Evaluasi 

dilakukan 

berdasarkan 

data 

pelaksanaan 

selama 3 bulan 

sebelumnya 

3 Penyusunan 

dan 

Dokumen 

catatan 

Setiap 

selesai 

Petugas 

pengawas, 

Tidak 

memerlukan 

Catatan ini 

digunakan 
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pengumpulan 

catatan 

tambahan hasil 

pengawasan 

secara 

sistematis 

tambahan 

yang memuat 

temuan 

lapangan, 

kendala, 

saran bagi 

IKM 

kegiatan 

pengawasan 

kepala bidang 

perindustrian 

biaya 

tambahan 

sebagai bahan 

evaluasi untuk 

tindak lanjut 

Tabel 4.5 Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

1. Aktualisasi / Habituasi Mata Pelatihan 

a) Kegiatan Ke-1 : Melakukan konsultasi dan bimbingan dengan mentor 

terkait rancangan aktualisasi 

Nilai Ber-AKHLAK : Akuntabel, Harmonis, Adaptif, Kolaboratif.  

b) Kegiatan Ke-2 : Mempersiapkan panduan pembuatan SOP dan 

checklist pengawasan 

Nilai Ber-AKHLAK : Akuntabel, Kompeten, Adaptif, Kolaboratif.  

c) Kegiatan Ke-3 : Membuat Standard Operating Procedure (SOP) 

pengawasan IKM 

Nilai Ber-AKHLAK : Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 

Kolaboratif. 

d) Kegiatan Ke-4 : Membuat checklist pengawasan IKM 

Nilai Ber-AKHLAK : Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 

Kolaboratif. 

e) Kegiatan Ke-5 : Melakukan sosialisasi SOP dan checklist pengawasan 

Nilai Ber-AKHLAK : Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif, 

Kolaboratif.  
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f) Kegiatan Ke-6 : Melakukan kegiatan pengawasan terhadap IKM 

Nilai Ber-AKHLAK : Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, 

Harmonis, Adaptif, Kolaboratif. 

g) Kegiatan Ke-7 : Melakukan evaluasi kegiatan habituasi dan membuat 

laporan aktualisasi. 

Nilai Ber-AKHLAK : Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, 

Kolaboratif. 

 

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu 

Gagasan kreatif penyelesaian core isu belum optimalnya kegiatan 

pengawasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah dengan membuat 

dokumen standar berupa Standard Operating Procedure (SOP) dan 

checklist pengawasan di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 

Tanah Datar. Dokumen ini berkaitan dengan Manajemen ASN karena akan 

membuat kinerja pengawas lebih terukur dan objektif sesuai sistem merit, 

serta meningkatkan kompetensi pegawai dan akuntabilitas. Selain itu, 

dokumen standar ini mendukung konsep Smart ASN dengan memastikan 

pengawasan yang terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga 

meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap kinerja ASN. 

 

3. Capaian Hasil Penyelesaian Core Isu 

Setelah penerapan dokumen standar berupa Standard Operating 

Procedure (SOP) dan checklist pengawasan terhadap Industri Kecil dan 
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Menengah (IKM), pengawasan menjadi lebih terstruktur, objektif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. SOP dan checklist memberikan pedoman yang 

jelas dan seragam, sehingga meningkatkan sistematika dan konsistensi 

dalam proses pengawasan. Hal ini meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan. Selain itu, penilaian kinerja 

dan kepatuhan pelaku IKM menjadi lebih adil dan terukur, sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, penerapan SOP dan 

checklist pengawasan ini telah berhasil meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pengawasan terhadap IKM, menghasilkan pengawasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

B. Rekomendasi 

1. Untuk Penyelenggara Pelatihan 

Penyelenggara pelatihan bisa memanfaatkan media sosial untuk 

membagikan tips, motivasi, dan contoh-contoh sukses aktualisasi dari 

peserta sebelumnya. Konten dapat berupa video singkat atau testimoni 

yang mudah diakses dan menarik perhatian peserta. Cara ini efektif untuk 

menjaga semangat peserta dan memperkuat pemahaman tanpa perlu 

waktu khusus dalam jadwal pelatihan, sekaligus mempromosikan 

keberhasilan pelatihan kepada publik. 

 

 

 



43 
 

2. Untuk Instansi Asal Peserta 

Instansi asal peserta diharapkan dapat memberikan dukungan penuh 

agar implementasi gagasan aktualisasi dapat terus berlanjut, sehingga hasil 

yang diperoleh tidak hanya sebatas penyelesaian laporan aktualisasi, tetapi 

juga mampu memberikan kontribusi yang berkelanjutan dan signifikan 

dalam meningkatkan kinerja instansi peserta. 
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LAMPIRAN 



Laporan Mingguan Minggu Ke-1 

Judul Kegiatan 1 
Melakukan konsultasi dan bimbingan dengan mentor 

terkait rancangan aktualisasi 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
01 sd 03 September 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. Screenshoot Whatsapp 

2. Dokumentasi 

3. Catatan konsultasi    

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Mengatur jadwal pertemuan dengan mentor. 

Tahapan kegiatan pertama yang penulis lakukan adalah menghubungi mentor 

melalui aplikasi whatsapp menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan sopan 

untuk melakukan konsultasi dan bimbingan terkait rancangan aktualisasi 

(Harmonis). Penulis tentu saja akan menyesuaikan jadwal konsultasi dengan 

jadwal yang mentor berikan (Adaptif). Untuk konsultasinya dilakukan pada pagi 

hari setelah melaksanakan apel pagi di ruangan mentor. 

 

2. Menemui mentor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Tahapan kedua penulis menemui mentor dengan tepat waktu sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan, yaitu pagi hari setelah apel di ruangan mentor 

(Akuntabel). Sebelum melakukan konsultasi penulis menyimpan atau 

meninggalkan segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan konsultasi seperti 

handphone agar konsultasi berjalan baik dan lancar (Harmonis). 

 

3. Melakukan konsultasi dan meminta masukan dari mentor. 

Tahapan kegiatan berikutnya yaitu konsultasi dan bimbingan dengan mentor. 

Pada saat konsultasi penulis bertindak aktif dan bertanya jika masih ada 

keraguan dan pertanyaan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan 

dilaksanakan (Adaptif). Mentor memberikan saran dan perbaikan untuk rencana 

kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan, dan penulis menerima semua saran 

dan masukan dari mentor terkait kegiatan yang akan dilaksanakan (Kolaboratif). 

Selama konsultasi, penulis menggunakan bahasa yang sopan kepada mentor 

(Harmonis). 



      

 

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 1 

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 2 

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 3 

 



      

 

Laporan Mingguan Minggu Ke-1 

Judul Kegiatan 2 
Mempersiapkan panduan pembuatan SOP dan checklist 

pengawasan. 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
03 sd 05 September 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. Dokumen referensi (peraturan UU) 

2. Draft Rancangan  

3. Data jabaran elemen-elemen penting dalam SOP 

dan checklist 

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Mengumpulkan referensi dan data terkait  

Pada tahap pertama kegiatan kedua, penulis mencari dan mengumpulkan 

beberapa referensi yang dapat diimplementasikan pada pembuatan SOP dan 

checklist pengawasan (Kompeten). Referensi yang digunakan berupa peraturan 

perundang-undangan, kementerian, ataupun peraturan lainnya. Di samping itu 

penulis juga mencari referensi dengan memanfaatkan berbagai sumber lainnya 

seperti rekan kerja yang mengetahui mengenai pembuatan dokumen standar 

yang akan dibuat (Kolaboratif). Penulis mengumpulkan informasi valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Akuntabel).   

 

2. Menyusun kerangka rancangan 

Tahap berikutnya, penulis membuat kerangka rancangan berdasarkan referensi 

yang didapatkan dan mengerjakannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab 

terhadap kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan (Akuntabel). Kerangka 

rancangan pada SOP dan checklist pengawasan akan menjadi dasar bagi penulis 

dalam menyusun dokumen standar. Penulis mempelajari terlebih dahulu cara 

pembuatan kerangka rancangan yang akan direalisasikan ke dalam bentuk 

dokumen standar (Kompeten). Dalam pembuatan kerangka rancangan penulis 

membuat kerangka rancangan berdasarkan sektor-sektor IKM yang sedang 

beroperasi di lingkungan Kabupaten Tanah Datar (Adaptif).   

  

3. Mengidentifikasi elemen-elemen penting 

Tahap ketiga dalam kegiatan ini penulis membuat dan memastikan elemen-

elemen yang digunakan dalam pembuatan SOP dan checklist pengawasan telah 

sesuai dengan standar yang ditetapkan (Akuntabel). Kemudian penulis 

memastikan agar memahami setiap elemen-elemen tersebut agar bisa 

digunakan dalam pembuatan SOP dan checklist (Kompeten). Elemen-elemen 

yang ada pada SOP dan checklist ini nantinya menjadi acuan dalam pembuatan 

dokumen standar. 



      

 

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 1 

  
Lampiran Tahapan Kegiatan 2 

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 3 



      

 

 



Laporan Mingguan Minggu Ke-2 

Judul Kegiatan 3 
Membuat Standard Operating Procedure (SOP) 

pengawasan IKM 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
08 sd 12 September 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. File Dokumen 

2. Dokumentasi 

3. Catatan konsultasi 

4. Lembar Pengesahan    

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Mengidentifikasi tahapan proses pengawasan. 

Di minggu kedua pelaksanaan aktualisasi, penulis memulai kegiatan dengan 

melakukan identifikasi tahapan proses pengawasan. Pada tahap ini penulis 

berusaha memahami secara mendalam tahapan dalam proses pengawasan 

(Kompeten). Selain itu penulis memastikan bahwa Standard Operating 

Procedure (SOP) memiliki mekanisme kontrol yang jelas terhadap kegiatan yang 

dilakukan (Akuntabel). Output dalam tahapan kegiatan ini berupa dokumen 

jabaran tahapan proses pengawasan terhadap IKM.   

 

2. Menyusun narasi Standard Operating Procedure (SOP). 

Pada tahapan kegiatan kedua, penulis melakukan penyusunan narasi Standard 

Operating Procedure (SOP) sesuai dengan keadaan IKM di lingkungan 

Kabupaten Tanah Datar (Adaptif). Dalam penyusunan narasi SOP, penulis 

memastikan bahwa narasi tersebut jelas dan mudah dipahami (Kompeten). 

Selain itu, penulis tidak menyalahgunakan wewenang dengan membuat prosedur 

yang tidak jelas atau berpotensi merugikan pihak tertentu (Akuntabel).  

   

3. Membuat bagan Standard Operating Procedure (SOP). 

Tahapan kegiatan berikutnya penulis melakukan visualisasi narasi ke dalam 

bentuk bagan yang mudah dipahami (Kompeten). Dalam pembuatan bagan 

berupa flowchart, penulis menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan 

akurasi dalam pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) (Akuntabel). 

 

4. Kosultasi dengan mentor terkait SOP yang dibuat. 

Tahapan berikutnya penulis melakukan konsultasi dengan mentor terkait 

Standard Operating Procedure (SOP) pengawasan yang dibuat sebelumnya 

(Kolaboratif). Dalam melakukan konsultasi penulis menerima semua masukan 

dari mentor, jika dalam SOP pengawasan terdapat perbaikan yang harus 

dilakukan sebelum tahap pengesahan (Harmonis). 



      
 

5. Melakukan pengesahan SOP kepada Kepala Dinas. 

Pada tahap kegiatan terakhir, penulis memastikan bahwa SOP yang diserahkan 

telah lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari 

(Akuntabel). Output pada tahapan kegiatan ini berupa lembar pengesahan 

Standard Operating Procedure (SOP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian. Pada kegiatan ketiga ini penandatanganan 

lembar pengesahan dilakukan ketika telah diselesaikannya kegiatan membuat 

checklist pengawasan pada kegiatan ke empat pada minggu ke-3 aktualisasi. 

Jadi lembar checklist yang akan dibuat merupakan lampiran dari SOP yang akan 

disahkan oleh Kepala Dinas. Pada tahap ini, penulis menghormati wewenang dan 

keputusan dari pimpinan Kepala Dinas (Loyal). 

  
Lampiran Tahapan Kegiatan 1 



      
 

  
Lampiran Tahapan Kegiatan 2 
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Lampiran Tahapan Kegiatan 4 

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 5 



Laporan Mingguan Minggu Ke-3 

Judul Kegiatan 4 Membuat checklist pengawasan IKM 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
15 sd 19 September 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. File Dokumen 

2. Dokumentasi 

3. Catatan konsultasi 

4. Lembar Pengesahan    

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Merumuskan indikator penilaian. 

Tahap pertama pada kegiatan minggu 3 dimulai dengan penulis membuat 

indikator-indikator pada checklist pengawasan dengan jelas dan terukur 

(Akuntabel). Dalam pembuatan indikator checklist pengawasan, penulis 

melakukan pemahaman terhadap indikator yang dibuat (Kompeten). Output 

pada tahapan kegiatan ini berupa dokumen yang berisi list indikator yang 

digunakan pada checklist pengawasan.    

 

2. Mendesain format checklist. 

Tahapan berikutnya adalah penulis melakukan penyusunan format checklist 

sesuai dengan keadaan IKM di lingkungan Kabupaten Tanah Datar (Adaptif). 

Dalam tahap ini, penulis berusaha menyusun format checklist pengawasan yang 

jelas dan mudah dipahami (Kompeten). Selama proses pembuatan checklist 

pengawasan penulis tidak menyalahgunakan wewenang dengan membuat 

checklist pengawasan yang tidak jelas atau berpotensi merugikan pihak tertentu 

(Akuntabel).  

   

3. Mengintegrasikan checklist dengan SOP. 

Tahapan berikutnya penulis melakukan integrasi checklist pengawasan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP) (Akuntabel). Ketika melakukan integrasi 

checklist dengan SOP, penulis memahami secara mendalam poin-poin yang 

diintegrasikan (Kompeten). Sehingga terdapat kesesuaian antara Standard 

Operating Procedure (SOP) dan checklist pengawasan.   

 

4. Konsultasi dengan mentor terkait checklist pengawasan. 

Tahapan keempat dalam kegiatan minggu 3 adalah penulis melakukan konsultasi 

dengan mentor terkait dokumen checklist pengawasan yang dibuat (Kolaboratif). 

Pada tahap konsultasi ini, penulis menerima masukan dari mentor jika terdapat 

perbaikan sebelum dilakukan pengesahan (Harmonis). Semua catatan dari 



      
 

mentor terkait perbaikan dari checklist pengawasan direkap di dalam catatan 

konsultasi.  

  

5. Melakukan pengesahan checklist pengawasan kepada Kepala Dinas. 

Tahap terakhir pada minggu 3 adalah pengesahan checklist pengawasan oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Pengesahan checklist 

pengawasan dilakukan bersamaan dengan Standard Operating Procedure 

(SOP), dimana checklist pengawasan merupakan lampiran dari SOP yang dibuat. 

Sebelum dilakukan pengawasan oleh Kepala Dinas, penulis memastikan bahwa 

checklist yang diserahkan lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan 

(Akuntabel). Pada tahap ini, penulis menghormati wewenang dan keputusan 

pimpinan Kepala Dinas (Loyal).   

 

  
Lampiran Tahapan Kegiatan 1 



      
 

  

 
Lampiran Tahapan Kegiatan 2 



      
 

  
Lampiran Tahapan Kegiatan 3 
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Laporan Mingguan Minggu Ke-4 

Judul Kegiatan 5 Melakukan sosialisasi SOP dan checklist pengawasan 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
22 sd 23 September 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. File Dokumen 

2. Dokumentasi 

3. Absensi Simulasi  

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Mempersiapkan bahan sosialisasi. 

Tahap pertama pada kegiatan minggu 4 dimulai dengan penulis membuat bahan 

sosialisasi yang akan digunakan pada simulasi dan juga diskusi dengan 

kelompok. Dimana bahan ini digunakan sesuai keperluan pada saat aktualisasi 

(Akuntabel). Disamping itu, penulis mempelajari dan memahami secara 

mendalam serta menyeluruh terkait bahan yang akan disosialisasikan kepada 

rekan kerja (Kompeten). Bahan sosialisasi dibuat dalam bentuk microsoft power 

point yang mencakup semua bahan Standard Operating Procedure (SOP) dan 

juga checlist pengawasan.    

 

2. Melaksanakan diskusi kelompok dengan rekan kerja. 

Tahapan berikutnya adalah penulis mengadakan diskusi kelompok dengan rekan 

kerja agar semua pengawas yang bertugas nantinya memahami isi dari Standard 

Operating Procedure (SOP) dan juga checklist pengawasan. Dalam 

melaksanakan diskusi, penulis menyesuaikan diri dengan rekan kerja agar 

kegiatan berjalan dengan kondusif (Adaptif). Selama mengikuti diskusi penulis 

menerima masukan dari rekan kerja dalam hal pelaksanaan pengawasan 

menggunakan dokumen standar, baik itu pada Standard Operating Procedure 

(SOP) dan checklist pengawasan (Kolaboratif). Penulis melakukan diskusi 

dengan tenang dan tidak mengganggu rekan kerja lain yang sedang bekerja 

(Harmonis). 

    

3. Melakukan simulasi penggunaan SOP dan checklist pengawasan. 

Tahapan terakhir pada kegiatan ini penulis melakukan simulasi terkait 

penggunaan SOP dan checklist pengawasan dengan baik terhadap rekan kerja 

yang mengikuti simulasi (Harmonis). Simulasi dilakukan penulis dengan 

melibatkan rekan kerja yang nantinya akan melakukan pengawasan ke Industri 

Kecil dan Menengah (Kolaboratif). Berisi tentang poin-poin apa saja yang akan 

diawasi pada checklist pengawasan pada saat melakukan pengawasan di 

Industri Kecil dan Menengah (IKM). Penulis memahami dan mendalami 

penggunaan SOP dan checklist (Kompeten).  



      

 

  

  
Lampiran Tahapan Kegiatan 1 
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Laporan Mingguan Minggu Ke-4 

Judul Kegiatan 6 Melakukan kegiatan pengawasan terhadap IKM 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
24 sd 26 September 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. File Dokumen 

2. Dokumentasi  

3. Checklist Pengawasan 

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Melakukan persiapan sebelum kegiatan pengawasan IKM. 

Tahap pertama pada kegiatan keenam aktualisasi, penulis melakukan pemilihan 

dan penetapan Industri Kecil dan Menengah (IKM) mana yang akan diawasi 

menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) dan checklist pengawasan 

yang dibuat (Kompeten). Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang 

diawasi pada kegiatan ini berjumlah sebanyak tiga IKM yang berlokasi tidak jauh 

dari tempat instansi peserta berada.    

 

2. Mengujungi IKM untuk melakukan pengawasan. 

Tahapan berikutnya adalah penulis mengunjungi Industri Kecil dan Menengah 

(IKM) yang diawasi sesuai dengan IKM yang telah dipilih. IKM yang didatangi 

adalah Boemboe Mande yang berada di Kecamtan Lima Kaum, Nilma Brothers 

yang berada di Kecamatan Lima Kaum, dan Gelora Minangkabau yang berada 

di Kecamatan Lintau Buo Utara. Pada tahap ini penulis melaksanakan 

pengawasan dengan didisiplin dan integritas (Akuntabel). Ketika mengunjungi 

Industri Kecil dan Menengah (IKM), penulis membangun suasana yang kondusif 

selama kunjungan berlangsung (Harmonis). Kunjungan dilakukan pada hari 

yang berbeda-beda pada ketiga IKM yang diawasi untuk kegiatan aktualisasi ini. 

Penulis mengunjungi IKM walaupun berada sedikit jauh dari kantor (Adaptif).   

    

3. Melakukan pengawasan terhadap IKM. 

Tahapan terakhir pada kegiatan ini penulis melakukan pengawasan ke IKM 

dengan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelaku usaha 

(Berorientasi Pelayanan). Kegiatan pengawasan dilakukan langsung di lokasi 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan pendampingan dari pemilik IKM. 

Penulis melakukan pengawasan ke IKM bersama rekan kerja (Kolaboratif). 

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan menggunakan checklist pengawasan 

yang telah dibuat dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Perindustrian. Penulis menggunakan bahasa yang sopan (Harmonis). 
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Lampiran Tahapan Kegiatan 3 

 

 



Laporan Mingguan Minggu Ke-5 

Judul Kegiatan 7 
Melakukan evaluasi kegiatan habituasi dan membuat 

laporan aktualisasi 

Tanggal Pelaksanaan 

Kegiatan 
29 September sd 3 Oktober 2025 

Daftar Lampiran Bukti 

Kegiatan 

1. File Dokumen 

2. Dokumentasi 

3. Catatan Konsultasi 

4. Laporan Aktualisasi  

Uraian Kegiatan yang Dilaksanakan: 

 

1. Mengumpulkan data terkait penggunaan SOP dan checklist. 

Tahap pertama pada kegiatan minggu 5 dimulai dengan mengumpulkan data 

terkait penggunaan SOP dan checklist pengawasan. Pada tahap ini, penulis 

memastikan bahwa data yang digunakan valid dan dapat digunakan untuk 

evaluasi lebih lanjut (Akuntabel). Disamping itu penulis melakukan pengumpulan 

data agar dapat dievaluasi dan mengetahui efektivitasnya (Kompeten). Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara membuat tabel rangkuman dari kegiatan 

pengawasan ketiga IKM yang terletak di lingkungan Kabupaten Tanah Datar.    

 

2. Menganalisis efektivitas SOP dan checklist. 

Tahapan berikutnya adalah melakukan analisis efektivitas SOP dan checklist 

pengawasan. Penulis membuat analisis berdasarkan data yang ada, bukan 

berdasarkan kesimpulan pribadi (Akuntabel). Penulis akan melakukan analisis 

efektivitas SOP dan checklist sesuai fakta di lapangan dengan niat untuk 

perbaikan sistem yang berkelanjutan untuk kepentingan bersama (Loyal). 

    

3. Melakukan konsultasi dengan mentor terkait efektivitas SOP dan checklist. 

Tahap kegiatan berikutnya adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait 

efektivitas SOP dan checklist pengawasan. Penulis bersikap ramah dan sopan 

selama masa konsultasi dengan mentor dan tidak memaksakan kehendak dalam 

berkonsultasi (Harmonis). Disamping itu, penulis tidak bisa bekerja sendiri dan 

butuh konsultasi dengan mentor dalam pembuatan laporan ini (Kolaboratif). 

Penulis menyesuikan waktu konsultasi dengan mentor (Adaptif). 

 

4. Membuat laporan aktualisasi. 

Tahap terakhir dari kegiatan di minggu 5 ini adalah membuat laporan aktualisasi. 

Penulis berharap laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi orang lain 

(Kompeten). Jika ada pertanyaan terkait laporan aktualisasi ini, penulis akan 

menjelaskan dengan baik dan mendengarkan setiap pertanyaan yang diajukan 



      

 

(Harmonis). Penulis juga mencari tahu data-data yang diperlukan untuk 

pembuatan laporan aktualisasi, seperti format laporan atau peraturan (Adaptif).  
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STANDARD 
OPERATING 
PROCEDURE 





Kepala Dinas Kepala Bidang Fungsional/Staf IKM Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menginstruksikan untuk memulai kegiatan Pengawasan IKM
1

Disposisi 5 menit Instruksi Kegiatan

2
Identifikasi IKM yang akan dillakukan pengawasan dan membuat 

rancangan jadwal kunjungan IKM  
2

Data IKM 15 menit
List IKM

Jadwal Kunjungan

3 Melaporkan rencana kegiatan pengawasan ke Kepala Bidang
3 3

Laporan Lisan 5 menit Rencana Kegiatan

4 Melaporkan rencana kegiatan pengawasan ke Kepala Dinas
4 4

Laporan Lisan 5 menit Rencana Kegiatan

5 Mengeluarkan Surat Tugas Pengawasan IKM 5 Draft Surat Tugas 30 menit Surat Tugas

6
Menyiapkan formulir checklist pengawasan, alat tulis, serta alat 

untuk dokumentasi
6

Formulir Checklist 5 meniti Formulir Checklist 

7
Mendatangi pemerintah daerah setempat sesuai tempat IKM 

berada (wali nagari, camat)
7 7

Surat Tugas 2 jam
Persetujuan 

Pemda

8 Mendatangi lokasi IKM yang ditentukan sesuai jadwal
8 8

Surat Tugas 2 jam Dokumentasi

9
Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kunjungan kepada 

pemilik atau perwakilan IKM
9

Surat Tugas 15 menit Dokumentasi

10
Melakukan pemeriksaan checklist pengawasan tentang perizinan 

dan legalitas
10

Formulir Checklist 20 menit Formulir Checklist 

11
Melakukan pemeriksaan checklist pengawasan tentang proses 

produksi
11

Formulir Checklist 45 menit Formulir Checklist 

12
Melakukan pemeriksaan checklist pengawasan tentang Kesehatan 

dan Keselamatan Kerja (K3)
12

Formulir Checklist 20 menit Formulir Checklist 

13
Mengisi formulir checklist secara objektif dan lengkap serta 

mengambil dokumentasi kegiatan pengawasan 13
Formulir Checklist 10 meniti Formulir Checklist 

14
Melakukan wawancara dengan pemilik/perwakilan IKM untuk 

mendapatkan informasi tambahan 14 14
List Pertanyaan 15 menit Hasil Wawancara

SOP PENGAWASAN IKM BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS NAKERIN KABUPATEN TANAH DATAR

No. Kegiatan

Mutu Baku

Ket

Pelaksana





 

 
 
 
 
 

 

CHECKLIST 
PENGAWASAN 



Checklist Pengawasan IKM 

Nama IKM :............................................................... 

Alamat IKM :............................................................... 

Tanggal Pengawasan :............................................................... 

Nama Pengawas (Jabatan) :1.............................................................. 

  2.............................................................. 

  3.............................................................. 

  4.............................................................. 

 

A. Perizinan dan Legalitas 

No 
Kategori 

Pengawasan 
Item yang Diawasi 

Status 
Keterangan 

Ada Tidak 

1 
Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

Apakah NIB / Izin Usaha 

Industri masih berlaku? 

   

2 SIINAS 
Apakah industri sudah 

terdaftar di SIINAS? 

   

3 
Sertifikat Halal  

(Pangan) 

Apakah sertifikat halal masih 

berlaku?  

   

4 
SPP-IRT 

(Pangan) 

Apakah SPP-IRT telah 

terdaftar? 

   

5 Merek (HKI) 
Apakah merek sudah terdaftar 

sebagai HKI? 

   

6 Lainnya 
Apakah industri mempunyai 

perizinan lain?  

   

 

B. Proses Produksi 

No 
Kategori 

Pengawasan 
Item yang Diawasi 

Status 
Keterangan 

Ya Tidak 

1 Lokasi 

Berada jauh dari sumber 

cemaran, banjir, jalanan 

menuju lokasi bersih, bebas 

dari semak-semak, jauh dari 

tempat limbah, tidak ada 

tempat produksi di luar 

ruangan? 

   

2 Bangunan  

Lantai, dinding, atap, pintu, 

jendela, ventilasi, permukaan 

tempat kerja, langit-langit 

bersih, tahan lama, mudah 

dibersihkan dan tidak ada 

hama? 

   

3 Fasilitas Sanitasi 

Tersedia air bersih untuk 

produksi, ada tempat 

pembuangan limbah, toilet 

bersih, adanya tempat 

mencuci tangan?  

   

4 
Mesin dan 

Peralatan 

Mesin dan peralatan sesuai 

dengan proses produksi, 

bersih, tahan lama, mudah 

dilakukan pemeliharaan dan 

masih berfungsi dengan baik? 

 

   



5 Bahan 

Bahan baku, bahan tambahan, 

bahan penolong, bahan 

tambahan pangan (BTP) 

berkondisi baik, tidak 

berbahaya, sesuai standar 

mutu dan disimpan di tempat 

bersih?  

   

6 
Pengawasan 

Proses 

Proses dilakukan secara 

higienis dan terkontrol, serta 

adanya tindakan pencegahan 

terhadap kemungkinan timbul 

bahaya pada proses, bahan, 

kontaminasi dan proses 

khusus? 

   

7 Produk Akhir 

Produk tidak merugikan dan 

membahayakan konsumen, 

serta mutu dan keamanan 

produk diperiksa dan 

dipantau? 

   

8 Laboratorium 

Adanya laboratorium sendiri 

di tempat usaha untuk 

pengendalian mutu dan 

keamanan produk serta alat 

ukur terkalibrasi dengan 

baik? 

   

9 Karyawan 

Memiliki kompetensi dan 

tugas yang jelas, sehat, 

memakai alat pelindung 

sesuai tempat kerja, dan 

mencuci tangan sebelum 

produksi?    

   

10 Pengemas 

Kemasan tidak rusak/kuat, 

melindungi kualitas produk, 

terbuat dari bahan yang tidak 

larut, tidak beracun? 

   

11 
Label/Keterangan 

Produk 

Informasi pada label produk 

lengkap, jelas, informatif, 

memudahkan konsumen 

untuk memilih? 

   

12 Penyimpanan 

Produk disimpan di tempat 

bersih, tidak menyentuh 

lantai, menempel dinding, 

jauh dari langit-langit, sesuai 

suhunya, dipisahkan antara 

bahan baku, produk setelah 

inspeksi, dan bahan 

berbahaya? 

   

13 
Pemeliharaan dan 

Program Sanitasi 

Limbah ditangani dan 

dibuang dengan benar serta 

dilakukan pemeliharaan 

secara berkala dan adanya 

program pengendalian hama? 

 

 

 

   



14 Pengangkutan 

Wadah dan alat pengangkutan 

terkelola dengan baik, tidak 

mencemari produk, mudah 

dibersihkan, dan melindungi 

produk?  

   

15 
Dokumentasi dan 

Pencatatan 

Terdapat dokumen berupa 

catatan bahan yang masuk, 

proses produksi, jumlah dan 

tanggal produksi, inspeksi, 

pemeliharaan? 

   

16 Pelatihan 

Adanya pelatihan dan 

pembinaan bagi karyawan 

baru/lama dimulai dari 

prinsip dasar sampai pada 

praktek cara produksi yang 

baik? 

   

17 
Penarikan Produk 

(Pangan) 

Produk ditarik dari peredaran 

jika bermasalah atau 

menimbulkan penyakit serta 

keracunan pangan olahan? 

   

18 

Pelaksanaan 

Pedoman 

(Pangan) 

Karyawan telah sesuai fungsi 

dan tugas melaksanakan 

CPPOB dengan baik dan 

mendokumentasikan? 

   

 

C. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

No 
Kategori 

Pengawasan 
Item yang Diawasi 

Status 
Keterangan 

Ada Tidak 

1 
Alat Pemadam 

Api Ringan 

Tersedianya alat pemadam 

api ringan (APAR)? 

   

2 Sirkulasi udara 
Ventilasi yang ada cukup dan 

memadai? 

   

3 
Standar Kerja 

Karyawan 

Adanya SOP dalam 

penanganan bahaya? 

   

4 
Alat Pelindung 

Diri 

Karyawan memakai APD 

sesuai standar? 

   

5 P3K 

Tersedianya kotak 

Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan (P3K)  

   

 

 

 ..............................,                         2025 

Petugas Pengawas Pemilik IKM 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

(                                         ) 

(                                         ) 

(                                         ) 

(                                         ) 
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